BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka di
dalam bab 1ini penulis mencoba untuk menarik beberapa
kesimpulan dan saran sebagai berikut
A. _Kesimpulan
1. a. Kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya harta ke-

kayaan terdakwa yang dapat disita sebagal Jjaminan
untuk pembayaran uang pengganti dalam mengembalikan
kerugian Negara akibat kejahatan korupsi.

,b' Di dalam melaksanakan putusan pembayaran uang peng-
ganti, maka upaya vyang dilakukan untuk memenuhi
pembayaran uang pengganti antara lain dapat dilaku-
kan dengan penangguhan uang pengganti dan dapat
ditagihkan oleh pihak Kejaksaan sewaktu-waktu yang
diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan.

2. Di dalam praktek, Jaksa dalam melakukan penyitaan ter-
hadap harta kekayaan milik terdakwa tidak memerlukan
campur tangan pihak Pengadilan lagi, karena penyitaan
terhadap barang-barang milik terdakwa masih merupakan

pelaksanaan darl apa yang diputuskan oleh Hakim.

B._Saran
1. Apabila dalam kenyataannya terdakwa tidak mempunyai
harta kekayaan lagi, maka Jaksa hendaknya selalu meng-

amati atau mengawasi tentang harta kekayaan terpidana
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dan keluarganya yang mungkin timbul di kemudian hari
vang selanjutnya dapat dilakukan penyitaan untuk pem-
bayaran uang pengganti dalam upaya pengembalian keru-
gian Negara yang diakibatkan kejahatan korupsi. Jadi
di dalam hal ini, Jaksa diharapkan selalu aktif memo-
nitor mengenai harta kekayaan terpidana maupun keluvar-
ganya vang sewaktu-waktu apabila terpidana sudah
mempunyal harta kekayaan lagi maka jaksa dapat melaku-
kan penyitaan guna melaksanakan pembayaran uang peng-
ganti.

RKarena dalam melakukan penyitaan terhadap harta ke-
kayaan milik terdakwa Jaksa tidak memerlukan campur
tangan lagi dari pihak pengadilan, maka diharapkan

jaksa tidak sewenang-wenang dalam melakukan penyitaan.
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kepatihan Danurejan Telepon : 4583, 3591
YOG YAKARTA

SURAT KETERANGAN /1ZIN
Nomor : 07.0 / lggg

: Dekan Fak.Hukum - UAJ Yogyakarta , No. 078C/V
Membaca Surat Ta.nggal 14 Juni 1995 Perihal : Ijin Riset :
Mengingat : Kepytusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber
dan Potensi Daerah.
2. Keputysan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan
" Pelaksanagn Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana
Pemberian lzin bagi setiap Instansi Pemerintah maypun non Pemerintah yang melakukan
Pendataan / Penelitian.

Diizinkan kepada :
Nama -+ Koko Erwinto Danarko , No. Mhs. 4422/H
Alamat Instansi : Jalan Mrican Baru 28 Kotak Pos 1086 Yogyakarta

Judul : PENYELESATIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN NEGARA
YANG DIAKIBATKAN KESJAHATAN KORUPSI.

Lokasi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Waktunya :  Mulai pada tanggal 20-6-1995 S/d 20-9-1995

Dengan ketentyan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemenntah setempat (Bupati/ Wahkotamadya Kepala Daerah}
untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wejib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Whaijib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta {c/q. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

4. lzinini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggy kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan
untuk keperluan ilmiah,

5. Surat lzin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

N

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal  : 19-6~19

v

© An. GUBERNUR
\EPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
AKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

b.Kabid.Penelitian

TEMBUSAN kepada Yth, :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
{sebagai laporan)

2" Ka. Dit. Sespol Propinsi DIY.

2. Xa. Kanwil.Dep.Kehakiman Prop.DIY

4. Walikotamadya KDH Tk.II Yk c/q Bappgda | =y

5. Bupati KDH Tk.II Bantul c/q Bappeda A\ N TRIYANTO
6. Bupati KDH Tk.II Sleman ¢/q Bappeda ik 490 013161

Dekan Fak.Hukum - UAJ Yogyakarta
Vbq

G, ifertinggal

‘J



(BAPPEDA)

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN
Alamat : BERAN SLEMAN TELP. SLM. YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN/IDZIN

Nomor O7OI/VIII/_Z4 2 /1995

Menunjuk Surat Keterangan ldzin BAPPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 070/159¢ Tanggal @  [9spe 105
1. Memberi persetujuan kepada :
Nama : Koko Erwinto Danarko
No. Mhs. : 4422/{»{
Tingkat |
Universitas/
Akademi . UAJ Yogyekarta.
Alamat Rumah - pyjokusuman MG.1/455 Yogyakarta,
2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

"PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDAT A TERHADAP ‘
KERUGIAN NEGARA YANG DIARIBATKAN KEJAHATAN KQRUPSI™,

f

3. Lokasi © Kab.Dati II Sleman.

4. Waktunya » Mulai tanggal dikeluarkan s/d 20=9-1955

Dengan ketentuan

1. Terlebth dahulu melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat/bérwenang
(Camat/Lurah) untuk mendapatkan petunjuk seperlunya, )

Wajib menjaga tata-tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3, Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Sleman
{Cq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dati Il Sleman).

4. Idzin ini tidak salah gunakan untuk tujuan tertenty yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah, dan hanya diperlukan untuk kepentingan iimiah.

5. Surat idzin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

6. Surat idzin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan
tersebut diatas. '
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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAII TINGKAT 11
YOGYAKARTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikotamadya Jalan. Kenawi No. 56 Yopyakarta ‘Telp. 515865 / 515866 pesawat (044

SURAT KET ERANGAN / YZIN
Nomor : 070/ 5//7

Dasur ; Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepata Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :

070/1598 - mmcmr e e e = Tl 19261995
Mewpingat :  Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah. Tingkat I Yogyakarta Nomor 072/K1)/1986

tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta, Nomor 33/KPTS$/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi
Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diizinkan kepada : Nama : Koko Erwinto Danarko, No. Mhs. 4422/H.
: Pekerjaan : Mhs. Fak. Hukum UAJ Yogyakarta.
Alamat : d1l. Mrican Baru 28 Yogyakarta.
Penanggung Jawab  : Prof, Dr. Bambang Poernomo, SH.
Keperiuan : Mengadakan penelitian dengan judul:
s 7 Recmomda o PENYELZSATAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA
Fakavt 7 Responden " Kodya Yk. TERHADAP KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATRAN
KEJAHATAN KORUPSI.
Waktuy : Mulai pada tanggal 20-6-1995 s/d 20-9-1995:
Lampiran . FProposal & daftar pertanyaan terlampir pada surat
1jin asli. . )
Dengan Ketentyan v ). Wajib memberi  laporan hasil penelitiannya kepada Wilikotamadya Kepala Daerah

Tingkat 11 Yogyakarta (Ca. Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Kodya Dati 11
Yogyakarta),

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3. lzin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ifmiah.,

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tid

¢ ak dipenuhinya ketentuan-keten-
tuan tersebut djatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah sctempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di :  Yogyakarta.
Tanda tangan wda t .

: ada tanggal : 7. a1 QC
Pemegang izin / 8 1995 ,
. a——

_ _;,//z ./:/71 },/4»' An. Walikotamadya Kepala Daerah

Ketua Bappeda

2 “endataan & Laporan
‘ PR A k4

\ paneEe 7) ) . i '

‘.-m-a-ﬂsﬂﬁ'f"a 0

© Walikowmadya Kepala Dagrah Tk. It Yogyakart: PN A i
. Amadye d ¢ . gyakarta, N et ¥ = B .
= AL Bappeda Propinsi DY "".->:_\_f\1§’_:_;.yﬁx‘( Aql/qup ‘90024658'

Rokt Lpwinto D, Up !!7%";;‘3"%(;5“”’”353:&"»-

'_'_lk‘_garﬂ_ll.t‘nsan kepada Yih, :

TR ey .\\

Serain Kanior Sospol Kodya Dati N Yogyakarta. i
+ Ka. Pengadilan Negeri Kodya Yoevakarts



PENHMUNTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

SURAT_KETERANGAN / 1ZIN

“Nomor 070/254
Membaca Surat © KA BAPPEDA PROP DIY. NOMOR: Q’(O/ 1598, T NGGALs 19-06~1995
; PERIHAL: I2IN PENELITTAN.
Mengingat © 1, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan

Sumber dan Potensi Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penye-
lenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen
Dalany Negeri.

3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 lentang Tata
Laksana Pemberian Izin bagi sctiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah
yang melakukan pendataan / Penelitian.

Diizinkan kepada MAUASISWA: FAK HUKOM UAY YOGYAILARTA.

N m o " KOKO ERWINTQ DANARKQ. NOMOR MES: 4422/4.

Judul . *PENYELESATAN PERKARA PIDANA TURHADAP KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN
' KITALATAN KORUPSI*-' :D_,A,}é‘ PIERD, T e

Lokast 7 © KAB BANTULs

Waktu © Mulai pada tanggal :  20-06~1995 3/D 20--09~1995.

Dengan ketentuan

1 Terlebih dahuly menemui / melapor diri kepada Pejabat Pemerintah Sctempat ( Dinas / Instansi / Camat se-
wrnpat ) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2 Wiajib menjags Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3. Wajib memberi laporan hasil penclitian kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( C/q Badan
Perencanuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta ) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati
Kepala Daerah Tingkat [T Bantul lewat Bappeda.

4 lzin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya
Jdigeriukan untuk keperluan ilmiah.

5. Surat izin ini dapat digjukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila dipertukan,

é

Sural izie int dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuht ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudan diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperiunya.

Dikeluarkan di © Bantul

o Pada tanggal @ 03-081995,

“wonhoae ditivie veparda rth P A
B sopet KDH, TR Banwl | ({5
AMisapidn kab Dati 1] Bantul ’ by
ki Kartor Sospol Bantul, ‘

ilan Vegeri Ksb Be . “

1 AR, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT U

1 BANTUL

| - KETUA~BAPPEDA KAB. DATI 1I BANTUL
' 5 ub. Sekretarj

7
J g "',,’,'7 A
/44?7/ﬁ%-
=77 NIP. 496-018 413
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SURAT KETERANGAN

No. ¢ wzz.Dd.Asr.os.w -5y - 1995

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan
bahwa Mahasiswa yang bernama :

_KOKO ERWANTO DANARKO

Mo. Mahasiswa 4.4,2,2,/ He

Fakultas :  Hukum

Universitas :  ktmajaya Yogyakarta.
Angkatan Tahun : 1990

Jurusan : Hukum Pida na

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Megeri Sleman dari
tanggal 21 - 8 « 1995 sampai dengan tanggal 28 = 9 « 1995
untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

<" PENYELESATAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN -
NEGARA YANG DIAKIBATKAN KEJAHATAN KORUPSI

dengan catatan:

Demikian untuk dapat dipergunakan seperiunya.

Sleman, 27 « September - 1995

Panilera Sekretaris

o L¥ar 040010354
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SURAT KETERANGAN 2

No. : 139/ et Ria/T4/ 1905 /78. T, : %

Kami, . Yetua Pengadilan Negeri Yogyakarta, g‘ 5
menerangkan bahwa Mahasiswa yang hernama :

A% 5D 6D 60D 6

Y 2
f{%?gs )
0 43

Ty S

TOID ITTINRC DALLUT

e

Y
No. Mahasiswa t 4422 Y=
W\ o
Fakultas THURE UM ‘ l"-?;‘. .
, . g‘}’ ,j&'
Universitas TOATIA JAYA VOOYAILATTA el
. v iha
Angkatan Tahun D 1950 / 19m RN

Jurusan oL TEPTIDAITAAY

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari fé’

, . R
tanggal 30 fgugtus 199% sampai dengan tanggal 14 September 1995 %;g .

untuk menyusun skripsinya yang berjudul : | E’J%‘

A

rdefa Y

YELESATAY PIRILIG DIDATA DAY DTRDACA e

)
2

; ,
B

TEJAILATAY KonuprsY E’?;:: ?L

%

":;i oY
TERUADAR VERUGTAT ITO/RA YAIT DI Il imiig A

dengan hasil memuaskan. . ‘%}‘Qr
Demikianlah untuk dapat dipergunakan seperlunya. E'f)%s:
oW Gg

8.-:';4. 3
f 2y A
s
ma} en adil@ Negeri Yogyakarta, 5)
EHi v@nw‘era reeentaris {f’\

YA A

Yogyakarta, 14 Dentember 1999

\

w)"‘T“ﬂ‘O fI-’.": / %
FIP. 040013950 “;”)%‘ﬁ
Y Gs %g? @‘39 G’ @3‘13 Cé“ S 6‘“\9
Do 8o S8 S8 8 SBJ; L8y %Ww W Ko

J t”i
8§ A2 @’3 NARINA RS \..s»af?;) ngé'é?;)
5 g M B f..% o o584, 15



PENGALILAY NEGERL BANTUL
JL, . PROF . DR, SOEPOMO, SH.NO .4

TpLet. 361348 R ANT DL
. | SURAT-KETERANGAN
,‘\’i._l.i" W22.DQ.UM.O1 t09“5‘00‘1995

Yang ertands tangen 41 bawah ini kemt ¢ P UR N O M 0, BA, Peniters /
Selcretaris pada Pengadilaa Negeri Bantul , dengan ind menorangken bihwa 3

Namn t KOKO ERWINTO DANARKO

Hemer Mahaoiowa + 4422/H

Mabhasi swa dard 1 Fakultas Hukum Universitas ATMAJAYA Yegyalkarte
Jurusan t Mukum Pldana

Alamat 1 PUJOKUSUMAN MG { / 455 YOGYAKARTA.

Bardaszrksn Surat darl Deksn Fakultas Hukus ATMATAYA Yegyalkarta -
tertengael 1 27 Juni 1995 Nemer : 0842/7V,
dan berdssarkan Surat Ijin dari

Pemorintah Kabupsten Dserah Tingkst II Bantul, Baidan Perencansan -
Pembangunen Daerah ( BAPPEDA ) tertangeal : 03 « 08 - 1995 Nemer :
070 / 254 . : '

Baner - benar telsh molakuls Penalitian di Pengzadilaen Negexi Bautul
dalom rangke meyusun Skripsi dengan Judnal ¢

» PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA TIZRHADAP KERUGIAN NEGARA -
YANG DIAKIBATKAN KEJAHATAN KORUPSI “.

Demikian surat ini dibust ager dapat diporgunalezn sobagaimena nmestis
NYoe

Bantul, 12 Septasbor 1995
KETUA PRIGADILAN HEGERI BANTUL
PANTTERA/ SEXRETARIS

. ’ . i

A RNOM O, BA
5 o . .lm’__ .V
WPy 04D 012 252 .=



AMAH  AGUNG Jakarta, 7 Juli  1988.
WK INDONEGIA

v

MA/Kumdil/3432/V11/1988. Kepada Yth.
o 1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI,
2. " KETUA PENGADILAN NEGERI,
di

huk
No.
1,

s

140,

. Bapak Ketua Mahkamah Aqung R.1.

Bapak Menteri Kehakiman R, : T
8apak Jaksa Agung - RI,

Baabatbe SEt

SELURUH INDONESIA.

SURAT - EDARAN
Nomor : 4 Tahun 1988 .
Tentang
EKSEKUST TERHADAP HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
( Pasal 34 Sub ¢ U.U. No. 3 tahun 1971 ).

Sechubungan masih terdapat keragu-raguan mengenai eksekusi terhadap
uman pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 34 sub ¢ Undang-Undang
3 tahun 1971, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :
Terhadap penjatuhon pidana pembayaran uang pengganti Eiﬂg&qup§p"gjﬁe;g£

kan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut ti-
dak dibayar oleh terpidana ;

Eksekusi atas pidana bembayaran uang pengganti «pabila akan dilaksanakan
nteh Jaksa tidak lagi memerlukan campur tangan pihak pengadilan misalnya
dalam bentuk izin penyitaan yang dituanékéaldalém Penetapan dan lain-lain.
Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang

milik terpidana adalah masih merupakan pelaksanaan dari apa yang  sudah
diputuskan oleh Hakim,

. Baru apabila seandainya dalam pelaksanaan kali in{ jumlah barang-bareng

vang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya dpabila
masih akan ditagihkan oleh Kejaksaan pada lain kesempatan harus diajukan
melalul gugatan perdata di pengadilan.

Demikian mudah-mudahan sudah tidak akan ada keragu-raguan lagi di
antara Saudara-saudara.

{04 FMKAMAR AGUNG R.1.
HURUM PIDANA UMUM,

&’ “".‘A _l)t i‘}’

1L . |
1%: AD1ANDOUOVS0ETI1PTO, SH )
VALLARON0 SOETIIPTO, 9

( sebagal laporan ). kN
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WAHK AMAM AGUNG : \)('lk(ll"d‘ 'Q"‘ll”udl'i 1‘)88
REFUDLIK INDONESIA

mﬂw ?5“? yan /‘3‘9 /66 /ﬁc‘(

§ a1 - R o hoa s g

K e p a d a
YSih, Bapatr Jakvsa Aquag R

Sy

LAMP AT R

Peribhal : Fatwa mengenal eksekusi
Jterhadan hukuman pombo -
Y¥AP AN 0w e b g
sat o x4 huh € 1y P, &
tahun 1971 ).

Memenuhi surat Bapak tanggal 19 November 1987, No.: R-
175/A-6/11/1987 periha!-@whnqaimana

tersebut di atas, bersa
ma ini Mahkamah Aqung membevikan

petunju¥ agar barang - ba-
rang terpidana | Pulu Lrsan sugiaviha,

seberapa jauh masih
ada, dxs1ta untuk kemudlan d11ua1 1e1anq quna memenuhw pida

da vang telah dmjatuhkan oleh pengadi]éh bgrupa
) membayar uang pengqantx hervdasarkan pasal 34 sub C Undanqﬁ
© Undang No.3 rahun 197} sevesar Ry. 236 835.675,

t1gapu1uh enam Jjuta delapan raotus

kewa31ban

{dua ratus

tiqgapulubh lima riby enam
ratus Ltujuhpulun Tima rupiant,

Penyitaan itu hendaknya dibecualiban terhadgap barang -

parang yang diperqgunakan sebaqgai penyangga terpidana beser-

ta keluarganya mencari natkah vehordy hari dan hendaknya d3-

perhatykan agar 1dak sampar tLeejady perkara berkembang

doengan Cimbulnyoe Kemungkinan perlawanan pihak ketiga akibat

kesaltahan peayiltaan Lerhadap barang barang bukan milik ter-

pidana,

[N

Ban kevena pada hakokatnya pembayaran uang pﬂnqgantl

dalah merupakan hulang yang harus dilunasi terpxdana kepada

Negara, hutang tarsebut sewaktu waktu

Masin ddpd[ Jitagihkan

meialul gugatan pvvdaru dt o poongadilan vokni seandainya dalam

nvlakaanonﬂ kaldv antv Jumilalt barang bhavany yang dimiyiiky ter--

piAdana sudabh tidak mencubupr Tana
vASAN AL D S A

Sehagar tambahan dapat drbemuakat an d1 sin1 bahwa tLerha-

dat putusan pembayaran uang poagganly rdab dapal artetapkan

Hukbuymaa Yuvungan Sebagat gant:y apabrba ganag pengiaanhy Lerse-

Dul Lidak daibayvar olern tecpoidgana, oloen yareng apabria hal 1ty

dodvenarik oan v air b eyt ainapan

AFCRTRVINET ,’vu'usz;*.({ 40 ayat {4 KUH P,

Seenya wotur pidang denae wudan dibersban cubstdars & bulan



kurungan kemudian untuk pidana pembayaran uang pengganti di-
berikan pulta subsidair 6 bulan, berarti dalam satuy

putusan
huykuman subsidair ity

bevjumlah 1 tahun

Demikian pendapat Mahkmah Aqung,

kiranya dapat dipergu-
nakan sebagail pegangan untuk

selanjutnya.

KETUA MAHKAMAN AGUNMG R.T.

kamah Agung R.T.

um Pidana Umum,

lembusan :

1. Yth., Bapak Ketua Mahkamah Agung R. 1.
{sebagait Yaporan),

2, Yth, Bapak Menteri Kehakiman R, 1.
(untuk dimaklumi),

3, Yth, Sdr, Kepala Kejaksaan Negeri Mata

ram (sebagai Jjawaban atas surat SYau
dava tal . 14 November 1987 Ha, @ .
P77/ -2 078 /Fek d/L b/ uRd )



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 5 Agustus 1988

'S URAT=-EDARAN
NOMOR : SE-004/J.A/8/198¢

TENTANG

PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
(PASAL 34 Sub c UNDANG-UNDANG NO..3 TAHUN 1971)

Berdasarkan hasil. penclitian. selama. ini ternyata
bahwa kerugilan Negara. akibat tindak pidana korupsi be
Jum dapat dikembalikan sepenuhnya kepada Negara.

Hal tersebut disebabkan karena masih adanya hambatan-

hambatan yang dihadapi sejak tahap penyidikan, penuntut

an dan terutama dalam pelaksanaan eksekusi perkara - per

kara tindak pidana korupsi.
Knusug mengenail pelaksanaan

.ketentuan dalam pa

zal 34 sub ¢ Undang-Undana No. 3 Tahun 1971,

Mahkaman -
Lgung R.I. telan mengeluarkan petunsiuk beruma Fatwa dan
S5urat Edaran, yaitu
a. Fatwa Mahkamah Agung No. 37/70/88/66/Phd, tanggal 12
Januari 198¢
. Surat Edaran Mabkaman Agung No. 4 Tabun 1988 tanggal
7 Juli 1988 .
.

tentang "Eksekusi’ Terhadap Hukuman Tambahan Pembayaran
Uang Pengganti”. ‘ .

Fatwa dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut -
merupakan tereobosan hukum dan ialan keluar terhadap hawm
paten-nanbatan yang dihadapi selama ibi

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-kecentuan
bagaimana dimaksud Adalam pasal 34 sub

No. 3 Tahun 1971, diminta

e
2 Undang - Undang
perhatian para Jaksa agar -

dencan

¢ 8 4 e 0 0



dengan berani dan penuh kejujuran melaksanakan-Fatwa Man

kamah Agung R.I. dan Surat Edaran tersebut tanpa vagu-ra
gu.

Untuk maksud tersebut bersama ini
wuniuk sebagail berikut

.disampaikan pg

1., Pada tahap penyidikan.

Dalam rangka penyelamatan keuangan.dan perekonomian -

Negara akibat tindak pidana.korupsi, Jaksa Penyidik

semenjak dimulainya penvidikan wajib.melakukan penyi

taan. terhadap harta benda tersangka, . istri/suami, anak.

dan setiap orang atau.badan.yang mempunvai hubungan

aengan perkara tersangka, berdasarkan. ketentuan dalan

pasal 6 dan pasal.ll Undang-Undang WNo. 3-Tahun 1871,

Penvitaan. ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian

vang cermat dari keglatan-keaiatan

penvelidlkan vang
dilakukan sebelumnye.

2. Pada tahap penuntutan.

Pada tahap penuntutan, Jaksa / Penuntut Umum dalarm tun
tutan pidananya wajib meminta kepada. Hakim agar menje

tuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uwang penggan

ti (pasal 34 sub ¢ Undang-Undang No. 3 Tahun 1971).d4i

samping pidana. pokok, dan menyatakan merampas harang-

barang yvang disita dalam tanap.penyidikan.

Nilai dari keseluruhan barang-bparang. vang dimohonkan

untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembavaran uancg
pengganti, adalah sebanyvak-banvaxknya

sama dengan hax
ta benda yang direroleh dari korupsi.

{3} Pada tahap eksekusi.

a. balam rangka melaksanakan .putusan Hakim,

jika pen
payaran uang pengganti belium mencukupi, J

aksa Ekse
Dbt et

kutor melakukan. penyitaanvterhadap harta benda la-

innya dari.terpidana tanpa memerlikan campur tangan

vihak Pergadilap dalam bentuk ijin penvitaan yang

dddodaibigieaas dadall pehekapail dan daanelain,
Seandainya dengan pelaksanaan kali ini,

jumlah ba
rang-barang yang dimiliki: oleh

terpidana juga .-

tidak .......



mencukupi lagi, kekurangan vang masih ada,

agar -
ditagih melalui gugatan perdata.

3

Untuk perkara-perkara.yang.berdasarkan pntusan Ha
kim telah memperoleh. kekuatan hukum tetap, namun
Hakim tidak menerapkan ketentuan dalam pasal 34

sub ¢ Undang-Undang No.3 Tahun 1971, agar diusa-

hakan adanya pemberian kuasa.dari.instansi vang -~
persangkutan kevada.Jaksa.sebagai vang menerima
kuasa (Penasihat Hukum). untuk mengajukan gugatan
perdata mewakili Negqra/flnstansi vang bersangkut

an pada Pengadilan yang berwenang.

4. Dalam hal.terpidana meninggal. dunia, .maka untuk pem
bayaran uyang pengganti berdasarkan putusan Hakim yang
telan memperoleh kekuatan. hukum. tetap, Jaksa melakuy

kan . penyitaan. terhadap harta bhenda.yang ditinggalkan

terpidana kepada para ahli warisnya, vang sebanyak-

banyaknya sama dengan yang diperoleh dari korupsi.

Dalam hal perolehan baxangnbarang,hasil.korupéi vang
ada pada orang lain sebagian atau. selurunnya, maka -
untuk memenuhi pembayaran.uang. pengganti . berdasarkan
putusan Hakim yang memperoleh kekuwatan

nukum petap,
Jaxsa mengusanakan. pengembalian

barang ~ barang ter-
sehut antara laln. berupa pembayaran harta. lawan yang
Jumlahnya sama dengan nilal. barang-barang itu.

Juga upaya-upaya. tersebut tidak membhawa hasil,. Jaksa
mengajukan.gugatan perdata . terhadap pihak ketiga vang
dengan sengaja tidak bersedia menverahkan atau memin
dantangankan barang-barang tersebut.

Upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan
usaha pengembalian / pembayaran uang pengganti,

atau
karena berbuatan vang merugikan

keuangan negara, i
laksanakan sesuai. ketentuan-ketentuan.yang diatur da
lam Staatsblad 1922 No,. 552 dan peraturan - peraturan

vt cwbdang an, cdelrgan ludin Agaka. Pepdats yang

pwerlaku., Sesual dengan fungsinya Jaksa Agung Muda BX

dang Tindak Pidana Umum cg Direktorat Perdata Kejak

5aan Aqundg

« 8.
.




saan Agung menghimpun, meneliti, menagendalikan,

mem
bimbing. serta .mengawasi

pelaksanaan .terfadap .setiap
upaya hukum.gugatan perdata .yvang berkaitan dengan

-

pengembalian/pembayaran.uang pengganti teysebut, se-

lanjutnya melaporkan. hasil-hasilnya. kepada Jaksa -

Agung R.I. (U.p. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidz

na Umum &an Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
" Khugus) .

7. Pelelangan terhadap barang-barang yang disita agar -
dilaksanakan segera dengan perantaraan pejabat Rantor
Lelang Negara setempal.

8,

Jika belum dilakukan upaya-upaya.tecrsebut. butlr 3

sampal dengan. butir. 6 teronyata terpidana, ahli waris

atau pibak Ketiga. karena alasan-alasan .yang. dapat. di

henarkan menurut hukum. sudah tidak mampu.lagi untuk

memayar uang . pengganti atau menyerahkan barang -=.ba

rang sepagaimana. dimaksud. dalam Surat Edaran ini, ma
ka . KRepala Kejaksaan Tinggil segera melaporkan diser -
tai saran pendapat dan meminta petunjiuk lebih lanijut
kepada Jaksa hgunc.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sekaga
imana mestinya.

\\71\ L5 AGUNG REPURLTK INDONESTL

e N

SURARTON MARMOSUDJORO, SH

i
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sutusan ini teslah dibveritahukan kepade

unna toxdokwa padu tunggoal 19 Juni'l992.
Jekoa senuatut Umum pads tanggel 20 Juni 1992,

rutusun iai tolah mempunyal kexuutan hukum yeaa;
Paustl, KeX24a Toraskwa maupua Jakse penuantut
Uaum tided mengujuiisa permoionun Kesuol pade
tnggid & ouli 19%2. wo. Ol/F1¢/Sus/1991/ 2:, YK,
Yogyaiturta, o Juli 1v92.
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e
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AL/
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menurut ketentuan Ungang-Undnng, dan apakah Penga-
dilan telah melampaunl batas wewenangnya, sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal’ 253 Kitab Undmng-Undang -
Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

mengenal keheratan ad.2.

hahwa keberstan tersebut tidak dapat dibenar-
kan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Penga-
dilan Tinggl suatu peraturan hulaam tidale diterapkan
atau diterapkan tidak sebagalmuna megtinya, ataw cara
mengadill tidale dilaksanaken menurut ket:ntuan Undang-
Undnng, atau Pengadilan Tinggl telah melampaul batas .
wawenangnya éebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253
Kitab Undang-Uédang H%kum Acara Pldana (Undang—Undang
No.8 tahun 1985) s |

Menimbang, bahwa berdasarkan élasan-alasan -

vang dluraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa

+ :putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta'dalam perkara -

ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-U,dang
maka permohonan kasasl terscbut harus ditolak j

Memperhatiknn Undang-Undang No.1h+ tahun 1970,
Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.1k4
tahun 1985 ;. |

MENGADILT &
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olceh Antenins Soedjadi, S.H. Hakinm Agung yang ditun-

julkk oleh Ketua Mahkamah Agung scbagai Ketua Sidnﬁé,

liy. Dioevmrini, &.H. dun E. gyafiar, S.H. Habagal -

Mukim-lokinm Anggota, dan divceplien dalam Sidang tep
3

oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh -
Ny. Djoewarini, SH., dan H. Syafiar, SH., Hakim =

- Hakim Anggota dan Djamaluddin Nasution, SH., Pani-

tera~-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon

kasasl. S ———————— -
Hakim=Hakim Anggota, : | K ¢ t u a
My, Djoewarini, SH.- . ‘
ttd.. Anthonius boedggdl, S.Hem

H. $yafiar, SH.-

Panitera Penggianti
'ttd .
Djamaluddin Naautlon, BH -
"Untuk salinan

MAHIAMAH AGUNG-RY
Direktur Pidana,

q o
('lm/éﬁ%rﬂrﬁﬁﬁqwh » >‘--|

Untuk turopan vang sahy,

lmulcr Aub EIWIRTING /8 Slcmin

CW a. Gl -
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Internationsl yang berkantor di Amerika, dengan domiki-

an tidak merupakan'kduaﬁgéﬁwﬁggggé;'menurut pendapat

Mahkamah Agung telaﬁ édi&hzggﬁegﬁbkan hukum, sebab

uang tersebut dari,sﬁéﬁﬁﬁsfﬁgeﬁﬁatidﬁal yang masuknya

ke Indonesia untuk p@mbiﬁﬁﬁﬁﬁﬁ'ﬁhﬁah Sakit Umum Bantul

ms:.dapat kelonggaran déif”ﬁ§§8§é’uﬁtuk kepenténgan kema-

nusisan, sehingga uang gejumlah Ma2lts568.055,50,-

(dua puluh ampat Jutg:iiﬁﬁ“fgkﬁyyehah puluh delapan ribu

lima puluh 1ima rupiaﬁ"liﬁh puluh sen) yang dikorupsi

terdakwa ini termasuk keuangan Negera atau’ merugikan L

keuangan Negera. Prv fwie v | o
Menimbang, bahwdﬁEQJﬂgwﬁgsfat&n-keberatan kasagi

dari Pemohon kasasi I/Terdakwa, Mahkamah Agung berpenda—

KA

......

falam parkars ini j o ﬁélﬂba‘ a T
Menimbang, bahWa ﬁerdasarkan hal-hal yang diper-
timba gkan diatas, maka" cﬁkuﬁeafaéan bagi Mahkamah Agungﬂ

. i:;f%ulkan dan putusan Peng-
adilan Tinggl Iogyakarté ha#ﬁmiah dibatalkan, Jehingga
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Membatalkan putus:m nggadilun Ting, gl ai Yogya—-
"~ ’“” 1y

karta tanggal 12 Juni 1991.Nomor 23/Pid/199 l/PTY. ;

l , Toasmaten Fo

JETEERE PR )
Menyatakan terdakwa }‘Lkelah terbulcti dungan sah
IPE ycthy Aiz 2 B :
dan meyakinkan heraa,la.h melakukzm tindak pidana " Koru-
AT da.lxz“x Lo Y
i " ;

rumnsd 1nl
Men ghulcum Terda};{r dengan pidana penjara 1 (aatu)
3R 3
tahun 6 (enam) bulan
S Ghpwiagkan oo .
Menghukum 'l‘erda.).cwn dmgan pidana denda uobesar

Rp+2.000.000,~ (dua juta nmiah) apabila tidek dibayar
diganti dengan pidm\t}z ;hﬁ%mz%f?e_}ma 2 (dua) bulan 3

Menghukum Tay@g,kwa sobagal hukuma.n tﬂmbaha.n pam--
bayaran uang pengg%;f:%.?igg%‘%ofara oqe Kas Pemda Ting-
. kat II Bantul sobasar .116.248 096 »20 (enan balas Juta
dua ratus empat puluhq d.ef utﬁlt%;;u dnam rupia.h dua pulu_).
| sen) dan Rp. 24568 '355,5 ,-? (M&ua puluh ampa.t Juta

Lgh Blesky %45

lima ratup enam puluh delapan ri\au 1ime. puluh lima rupi-
aiard i, SHL O
ah lima pulun sen)‘ H

-.‘[ AEI'.Ig.I.:s’4

Menetapkan maaejsp &x;eln‘zg:gl}?fxndan penahanan tor dalc-
wa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatultkan !
N Menetaplan barang_ bukti berupa
'% 1.8+ bendal BWateéurat/Khn pmgeluﬁ.r;é.n ;

( N b. Buku Kag/Kas Pembantu, Euku catatan belanja dapur ;
; Ce

-&l‘

Buku ocatatan penorimaan Kﬁs Bon dan lain~lainnya ;
de Uang sebesar Rp.28.50<),-

dikembalikan kepada Rumalx Sakit Umum Bantwl
Tans -

Rumgh yang terdetak di Jln. Ka,liuz-zme. Gang Pandoga,
v,

Dute IXI/9 Desa Oaturtungga.l, Depok, Sleman, dikem-
balikan kepada Terdalwa j

2&&@

b' Rlnnah .O.Q..'....O.‘.
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